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RINGKASAN

Kehadiran International Criminal Court (ICC) melalui Statuta Roma 1998 seakan
menjadi penyegar dahaga kurangnya lembaga penegak hukum bagi masyarakat
internasional. Kehadiran ICC merupakan missing link setelah terbentuknya
International Court of Justice (ICJ) yang hanya memiliki kewenangan terhadap perkara
dengan negara sebagai subyeknya. Jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkupnya atau
material jurisdiction (rationae materiae) maka yurisdiksi ICC adalah pada kejahatan-
kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius (the most serious crime) dalam
pandangan masyarakat internasional yang diatur dalam Pasla 5-8 Statuta Roma 1998.
Kejahatan-kejahatan dimaksud adalah the crime of genocide, crimes against humanity,
war crimes, the crime of aggression. Tetapi berbeda dengan Undang-Undang 26 Tahun
2000 menyebutkan bahwasanya hanya ada 2 kejahatan saja yaitu genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan. Negara Indonesia tidak mau meratifikasi beralasan tidak mau
tercampurnya antara hukum nasional dan Internasional, dalam hukum internasional
mengenal Istilah “Ekstradisi” yang artiannya menunjuk kepada proses di mana
berdasarkan traktat atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada
negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan
tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan,

negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku
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tindak pidana tersebut yang biasa disebut dengan prinsip complementary. Karena itu
patut dan tepatlah penjahat tersebut diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara
yang mempunyai yurisdiksi atas penjahat tersebut Statuta Roma yang menjadi referensi
UU No. 26 Tahun 2000 berbeda sehingga sulit menjaring dan mengonstruksikan
pelanggaran HAM vyang terjadi di Indonesia sebagai pelanggaran HAM berat, Cacat
substansial UU No. 26 Tahun 2000 yang secara langsung mempengaruhi kegagalan
pengadilan menghukum pelaku membuktikan bahwa politik hukum HAM di level
pembuatan UU dan pelaksanaan UU secara nyata para pelaku kejahatan kemanusiaan
sama sekali tidak tersentuh hukum, perbandingan antara negara Filipina dan negara
Indonesia. Filipina merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma yang
berada di bawah naungan ICC, dalam Penangkapan presiden Filipina Duterte tidak
hanya menarik perhatian internasional tetapi juga menjadi peringatan keras bagi para
pemimpin global tentang pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hak asasi
manusia, bahkan setelah tidak lagi menjabat atau menarik diri dari keanggotaan
internasional. Hal tersebut menjadi jawaban apabila Indonesia ingin memperkuat
mekanisme hukum nasional yang mana kita ketahui hukum nasional kita saat ini tidak

bisa menjawab apabila terjadi pelanggaran HAM berat
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ABSTRAK
Kata Kunci : Statuta Roma, Pelanggaran HAM Berat, Mekanisme Hukum Nasional

Indonesia mengalami serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat,
termasuk penghilangan paksa terhadap aktivis prodemokrasi. Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa dari 23 aktivis yang diculik, 13 di
antaranya masih dinyatakan hilang hingga kini, tanpa kejelasan nasib maupun
keberadaannya. Statuta ini menetapkan empat jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi
ICC, yaitu pasal 5 menyebutkan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan
perang, dan kejahatan agresi tetapi berbeda pada Undang-Undang 26 tahun 2000. Tesis
ini bertujuan Untuk menganilisis prinsip complementarity dalam ststuta roma dapat
memperkuat mekanisme penegakan hukum nasional dalam menangani kejahatan
kemanusiaan, dan juga untuk menganalisis solusi konkret dalam penyelesaian masalah
pelanggaran kejahatan kemanusiaan berat. Metode penelitian yang digunakan adalah
hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Data dikumpulkan melalui studi Pustaka terhadap peraturan perundang-undangan,
literatur hukum serta dokumen sekunder lainnya yang relevan. Hasil penelitian Prinsip
ini dirancang untuk mencegah impunitas dengan memberikan tekanan internasional
agar negara bertindak sesuai kewajiban hukumnya. Selain itu, prinsip ini memberikan
ruang dalam penguatan lembaga peradilan nasional, termasuk melalui pembaruan
hukum, pelatihan aparat penegak hukum, serta kolaborasi dengan lembaga
internasional, Dalam konteks Indonesia, banyak kasus pelanggaran HAM berat seperti
tanjong priok, semanggi 1, semanggi 2, trisakti, Timor Timur, atau kasus Papua yang
mandek atau diselesaikan secara politis, bukan yudisial. ICC dapat menjadi forum
alternatif yang netral dan berkeadilan untuk mengadili pelaku-pelaku utama Ratifikasi
Statuta Roma mendorong pembaruan hukum pidana nasional, termasuk dalam
pengaturan kejahatan internasional dan prinsip pertanggungjawaban pidana individual.
Hal ini akan memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM
secara nasional.
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ABSTRACT

Keywords: Rome Statute, Gross Human Rights Violations, National Legal Mechanism

Indonesia has experienced a series of serious human rights violations, including the
forced disappearance of pro-democracy activists. The National Human Rights
Commission (Komnas HAM) noted that of the 23 activists who were kidnapped, 13 are
still missing, with no clarity on their fate or whereabouts. This statute stipulates four
types of crimes that are the jurisdiction of the ICC, namely article 5 mentions genocide,
crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression but is different in Law
26 of 2000. This thesis aims to analyze the principle of complementarity in the Rome
Statute to strengthen national law enforcement mechanisms in dealing with crimes
against humanity, and also to analyze concrete solutions in resolving the problem of
serious crimes against humanity. The research method used is normative law, with a
statutory approach and a case approach. Data were collected through a literature study
of laws and regulations, legal literature and other relevant secondary documents. The
results of this research principle are designed to prevent impunity by putting
international pressure on the state to act in accordance with its legal obligations. In
addition, this principle provides space for strengthening national judicial institutions,
including through legal reform, training of law enforcement officers, and collaboration
with international institutions. In the context of Indonesia, many cases of gross human
rights violations such as Tanjong Priok, Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, East Timor,
or the Papua case have stalled or been resolved politically, not judicially. The ICC can
be an alternative forum that is neutral and just to try the main perpetrators. Ratification
of the Rome Statute encourages national criminal law reform, including in the regulation
of international crimes and the principle of individual criminal responsibility. This will
strengthen Indonesia’s capacity to handle human rights violations nationally.
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